SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi khususnya

dibidang sub urusan kebakaran, perlu dilakukan perubahan

susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan :

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5094);

. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Kediri

Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR
57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 58),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a.

b.

Kepala Satuan;

Sekretariat, membawabhi :

1.

Sub Bagian Umum dan Program;

2. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawabhi:

1.

Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;

2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.



d. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat,
membawahi :
1. Seksi Pengembangan Kapasitas;
2. Seksi Perlindungan Masyarakat;
3. Dihapus.
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam menjalankan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 12
(1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Satuan;
b. perumusan kebijakan teknis dan operasional serta sumber daya
aparatur dan perlindungan masyarakat;
c. perumusan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi perlindungan
masyarakat terhadap kesiapsiagaan;

d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;



e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Ketentuan Pasal 15 dihapus.
Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah
sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA ACARA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003




BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 57 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

KEPALA SATUAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN
PROGRAM KEUANGAN

Kelompok Jabatan
Fungsional

2 o i |
1

BIDANG SUMBER DAYA
APARATUR DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS

BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

SEKSI PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH

SEKSI PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

SEKSI PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya UPT ttd.
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd. ABDULLAH ABU BAKAR
YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003




